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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penyusun dapat
memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan terkait kasus tindak pidana persetubuhan terhadap
anak dalam lingkup keluarga dapat menurunkan laporan anak sebagai korban
tindak pidana. Hal tesebut dibuktikan dengan data jumlah laporan kasus yang
diterima penyidik Polres Lombok Tengah selama empat tahun terakhir yakni
pada tahun 2016 sebanyak 40 kasus, tahun 2017 sebanyak 38 kasus, dan tahun
2017 sebanyak 30 kasus serta tahun 2019 sebanyak 23 kasus. Berdasarkan
data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah laporan kasus
tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada setiap tahunnya yang berarti
bahwa pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap
anak yang dilakukan oleh penyidik PPA Polres Lombok Tengah di nilai
berhasil dalam proses penanganannya.

2. Bentuk pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana
khususnya tindak pidana persetubuhan dalam lingkup keluarga dapat
dilakukan oleh penyidik Polres Lombok Tengah antara lain jaminan
keselamatan baik fisik, mental maupun sosial anak, dapat didampingi
pembela, dan menjalani penyidikan dalam situasi khusus anak seperti

perlindungan psikologis berupa pendampingan, anak bebas memilih
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pendamping yang dipercayainya, dan proses pengambilan Kkesaksian
pelaku/korban dilakukan dalam situasi non formal. Hal ini telah sesuai dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
yaitu “memberikan keleluasaan bagi anak sebagai korban dalam memberikan
kesaksiannya yang diperlukan pada proses penyidikan”, Pasal 23 Ayat (2)
Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan ‘“Dalam setiap
tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh
orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak
Saksi, atau Pekerja Sosial” dan kemudian diperkokoh dengan bentuk
perlindungan lainnya dalam Pasal 22 yang menyatakan “Penyidik, Penuntut
Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan
hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak
Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan ide berupa
saran sebagai berikut:

1. Agar perlindungan hukum terhadap anak diberikan secara tepat dan cepat,
anak tersebut merasa bahwa hak-hak dia sebagai anak masih dilindungi,
terutama oleh aparat penegak hukum. Sikap tanggap terhadap kasus tindak
pidana yang dilakukan terhadap anak sebagai korban tindak pidana
persetubuhan dalam lingkup keluarga harus dimiliki oleh setiap aparat

penegak hukum bahkan oleh kalangan masyarakat lingkungan sekitar,
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sehingga peluang untuk melakukan tindak pidana persetubuhan akan
berkurang bahkan tidak ada lagi.

. Hendaknya ditingkatkan setiap sarana dan fasilitas yang mendukung untuk
pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana
persetubuhan dalam lingkup keluarga. Aparat penegak hukum sendiri dalam
pelaksanaannya tidak akan menemui kendala karena tanpa sarana dan fasilitas
yang memadai tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak

mungkin berjalan dengan semestinya.
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